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1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka disimpulkan
bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana
membujuk anak bersetubuh ditentukan jika anak telah memenuhi unsur-unsur
pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak hanya karna anak melakukan
perbuatan hukum saja tetapi harus ada kesalahan dalam melakukan perbuatan
tersebut, serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya
alasan penghapus pidana. Kemampuan bertanggungjawab jika ditentukan dari
Usia anak, anak yang berumur 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas)
tahun melakukan tindak pidana membujuk anak bersetubuh, maka anak
tersebut dianggap sebagai seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannnya. Berdasarkan keadaan jiwanya anak yang melakukan tindak
pidana membujuk anak bersetubuh dengan keadaan sadar atau tidak memiliki
gangguan kejiwaan dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab. Dalam
menentukan anak memiliki gangguan kejiwaan maka kesehatan jiwa anak
harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dengan Visum et Repertum
Psikiatrikum. Apabila pada saat melakukan perbuatan membujuk anak
bersetubuh anak tersebut mengetahui/memahami perbuatan serta akibat yang
ditimbulkan dan setelah mengetahui hal tersebut anak menetapkan
kehendaknya untuk tetap melakukan perbuatan membujuk anak bersetubuh
maka anak tersebut telah melakukan salah satu bentuk kesalahan yaitu
kesengajaan. Didalam persidangan jika hakim tidak menemukan hal-hal yang
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka anak harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang telah memenuhi unsur-
unsur tersebut, maka anak patut dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan

atas tindak pidana yang dilakukan sehingga patut dipidana.
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2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, sebagai
berikut:

1. Kepada Pemerintah Kkhususnya pemerintah Kabupaten Sleman
diharapkan dapat membangun sinergi yang erat dengan Aparat Hukum
serta dinas-dinas terkait, untuk lebih aktif melakukan upaya-upaya
pencegahan sehingga mengurangi tingkat perkara anak menjadi pelaku
tindak pidana membujuk anak bersetubuh di Kabupaten Sleman yang
masih tergolong tinggi, dengan cara datang ke sekolah-sekolah
melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan/atau talkshow mengenai tindak
pidana persetubuhan, serta melakukan kegiatan lain yang lebih
membangun pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai
tindak pidana membujuk anak bersetubuh. Pemerintah juga perlu
memperketat regulasi dan pengawasan konten digital yang dapat diakses
oleh anak-anak, sehingga anak-anak tidak dapat mengakses hal-hal yang
berunsur sensual.

2. Kepada Masyarakat dan orang tua diharapkan  untuk lebih
memperhatikan pergaulan anak, meningkatkan pengawasan, serta
memberikan bimbingan dan perhatian lebih kepada anak, sehingga anak

terhindar dari tindak pidana persetubuhan
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LAMPIRAN

Gambar 1 wawancara dengan ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not M.H di Pengadilan Negeri
Kelas 1A Sleman



